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Abstrak 

Perlindungan terhadap pemegang hakl atas tanahl di luar batas tanah menurutl Undang-Undangl 

Pokok Agrarial di Indonesia merupakan aspek penting dalaml sistem hukuml agraria. lUndang-Undang 

Pokokl Agraria berfungsi sebagail landasan utama dalam mengatur hak atasl tanah dan memberikanl 

perlindungan hukum kepadal pemegang hakl atas ltanah. Pemegang hak atasl tanah mempunyai hak-

hak yangl diakui dan dilindungi undang-undang, antara lain hak lmilik, hak lpakai, hak gunal usaha, 

danl hak sewa. Namun dalam praktiknya, pemegang hak atas tanah seringkali menghadapi berbagai 

tantangan dan permasalahan yang dapat mengancam keberlangsungan haknya. Adanya hubungan 

hukum antara hak dan kewajiban dalam pendaftaran tanah menimbulkan akibat hukum mengenai 

keabsahan hasil pendaftaran tanah. Implikasi dari sahnya sertipikat tanah hasil pendaftaran tanah 

hendaknya mempunyai akuntabilitas hukum terhadap pihak-pihak yang berkepentingan dan 

masyarakat. Penyelenggaraan sisteml pendaftaran tanahl di Indonesial belum mampul menciptakan 

kepastianl hak dan ketertiban administrasil pertanahan, terutama disebabkan oleh kurangnya 

pemanfaatan teknologi maju yang memadai oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Penerapan 

teknologi ini masih sebatas teori dan regulasi, serta belum mencapai tingkat implementasi di lapangan. 

Secara teori, pemerintah harus memprioritaskanl kegiatan kedeputian lsurvei, pengukuran, danl 

pemetaan untukl membuat petal dasar berskala besarl dan petal digital bidang tanahl serta peta 

tematikl lainnya denganl database yang memadail sesuai denganl perkembangan teknologi dan 

hukuml di zaman modern. Hal inil akan menghasilkan produksi peta yang hemat biaya danl efisien 

yang dapat dimanfaatkan oleh lembaga lain untuk mendukung kinerja yang akurat dalam 

menyediakan dan mengelola data yangl diperlukan. Dalaml penelitian inil akan digunakanl perpaduan 

antara penelitian hukum normatif dan tinjauan pustaka untuk membahas secara mendalam mengenai 

perlindungan hukum bagil pemegang hakl atas tanahl di luar batas menurut lUndang-Undang Pokok 

Agraria. Penelitian hukum normatif akan digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan   ketentuan-
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ketentuan   lUndang-Undang   Pokokl   Agraria, sertal peraturan-peraturan dan asas-asas hukum 

terkait. Pendekatan ini melibatkan penelaahan kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur 

perlindungan hak atasl tanah dil luar batas menurut lUndang- Undang Pokokl Agraria. Metode kajian 

literatur akan digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel, dan 

dokumen resmi terkait permasalahan hukum perlindungan hak atas tanah di luar batas. Sumber-

sumber ini memberikan wawasan dan pendapat dari para ahli dan cendekiawan hukum mengenai 

masalah ini. Analisis terhadap bahan hukum yang terkumpul melalui penelitian hukum normatif dan 

tinjauan pustaka akan dilakukan dengan menggunakan penalaran deduktif. Hal ini melibatkan analisis 

dan interpretasi sistematis terhadap ketentuan, prinsip, dan konsep hukum yang relevan mengenai 

perlindungan hakl atas tanahl di luar batas menurutl Undang-Undangl Pokok Agraria. 

Kata kunci: Perlindungan, Tanah, Agraria 

 

Abstract 

The protection of land rights holders beyond boundaries according to the Basic Agrarian Law in 

Indonesia is an important aspect in the agrarian legal system. The Basic Agrarian Law serves as the 

main foundation in regulating land rights and providing legal protection to land rights holders. Land 

rights holders have rights that are recognized and protected by law, including ownership lrights, use 

lrights, business usel rights, andl lease rights. However, in practice, land rights holders often face 

various challenges and problems that can threaten the sustainability of their rights. The legal 

relationship between rights and obligations in land registration gives rise to legal consequences 

regarding the validity of land registration results. The implications of the validity of a land certificate 

resulting from land registration should have legal accountability towards interested parties and the 

public. Thel implementation ofl the landl registration systeml in Indonesial has notl been ablel to createl 

certainty ofl rights andl land administrationl order, mainly due to the lack of utilization of adequate 

advanced technology by thel National Landl Agency (lBPN). The applicationl of thisl technology isl still 

limited tol theory andl regulations, and has not reached thel level ofl implementation inl the lfield. In 

ltheory, the governmentl should prioritizel the activitiesl of thel deputy of survey, measurement, andl 

mapping tol create large-scalel basic maps andl digital maps ofl land parcelsl and otherl thematic 

mapsl with adequatel databases in accordancel with technologicall and legall developments in modern 

times. Thisl would result in cost-effective and efficient production of maps that can be utilized by other 

agencies to support accurate performance in providing and managing the required data. In thisl study, 

al combination of normativel legal researchl and literature review will be used to discuss in depth the 

legall protection forl land rightsl holders beyond boundaries according to the Basic Agrarian Law. 

Normative legal research will bel used tol analyze andl interpret thel provisions of the Basic Agrarian 

Law, as well as related regulations and legal principles. This approach involves examining the legal 

framework and principles that govern the protection of land rights beyond boundaries according to 

the Basic Agrarian Law. Literature review method will be used to collect secondary sources suchl as 

lbooks, articles, and official documents relatedl to thel legal issuesl of protecting land rights beyond 
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boundaries. These sources provide insights and opinions from legal experts and scholars on the 

subject. Analysis of the collected legal materials through normative legal research and literature review 

will be conducted using deductive reasoning. This involves systematic analysis and interpretation of 

relevant legal provisions, principles, and concepts regarding the protection of land rights beyond 

boundaries according to the Basic Agrarian Law. 

Keyword: Protection, Land, Agrarian. 

 

PENDAHULUAN 

Pendaftaran tanahl dan perlindunganl hukum bagil pemegang hakl atas tanahl 

merupakan aspek penting dalaml sistem hukuml agraria di lIndonesia. Undang-Undangl 

Pokok Agrarial (UUPA) menjadi landasan utama dalam mengatur lhak-hak atasl tanah danl 

memberikan perlindunganl hukum kepada pemegangl hak tersebut. Pemegang hak atasl 

tanah memiliki hak-hak yangl diakui dan dilindungi oleh hukum, termasuk hakl milik, hakl 

pakai, hakl guna lusaha, dan hakl  sewa. Namun, dalam praktiknya, pemegang hak atas 

tanah sering menghadapi berbagai tantangan dan masalah yang dapat mengancam 

keberlangsungan hak-hak mereka. 

Perlindunganl hukum bagil pemegang hakl atas tanahl sangat penting untuk 

memastikan kepastian hukuml dan keadilan dalam pengaturan pertanahan. Hal ini 

melibatkan proses pendaftaran tanah yang dilakukanl oleh lpemerintah, yang meliputil 

pengumpulan, lpengolahan, pembukuan, danl penyajian datal fisik danl yuridis mengenail 

bidang-bidangl tanah serta pemberianl surat tandal bukti hakl seperti sertipikat. Namun, 

meskipun adanya proses pendaftaran tanah, masih terdapat berbagai masalah yang 

dihadapi olehl pemegang hakl atas ltanah. Salahl satu masalahl yang seringl muncul adalah 

adanyal klaim atau sengketa atas tanah yang dapat mengancam keberlakuan hak-hak 

pemegang tanah. Selain itu, juga terdapat masalah terkait dengan keabsahan sertipikat 

tanah, kekuatan bukti dalam persidangan, danl perlindungan hukuml terhadap pemegang 

hakl atas tanahl yang lewat batas tanah yang tidak diketahui. Dalaml konteks hukum agrarial 

di lIndonesia, Undang-Undangl No. 5l Tahun 1960l mengatur bahwa semua hakl atas tanahl 

yang adal pada tanggal 24l September 1960l sudah diubahl menjadi salahl satu hakl yang 

lbaru, yaitu hakl milik. 

Proses pendaftaran pemegang hak atas tanah lewat batas yang belum optimal dan 

belum mencakup seluruh wilayah Indonesia. lUndang-Undang Pokokl Agraria menetapkan 

bahwal pendaftaran tanahl harus dilakukan untuk menjaminl kepastian lhukum.  Namun,  

dalam praktiknya, proses pendaftaran tanah masih menghadapi kendala seperti kurangnya 

sumber daya manusia dan teknologi yang memadai, serta kurangnya koordinasi antara 
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instansi terkait. Kurangnya perlindungan hukum yang memadai bagi pemegang hak atas 

tanah lewat batas. Meskipun pemegang hak atas tanah memiliki hak-hak yang diakui dan 

dilindungi oleh hukum, namun dalam praktiknya masih terdapat masalah terkait sengketa 

batas tanah dan keabsahan sertipikat tanah. Sengketa batas tanah dapat mengancam 

keberlakuan hak-hak pemegang tanah, sedangkan keabsahan sertipikat tanah sering kali 

dipertanyakan karena adanya kesalahan administrasi atau data yang tidak benar. Tidak 

adanya mekanisme yang jelas untuk menangani pemegang hakl atas tanahl yang lewat 

batas tanahl yang tidakl diketahui. Terkadang, pemegang hak atas tanah tidakl mengetahui 

bahwa tanah yang mereka miliki melewati batas yang ditetapkan. Hal ini dapat 

menyebabkan ketidakpastian hukum dan sengketa dengan pihak lainl yang memiliki hakl 

atas tanahl yang sama. 

Berkaca dari pemeparan masalah diatas, maka dalam penelitian di jurnal ini akan 

membahas secara mendalam mengenai bagaimana perlindungan hukum bagi pemeng hak 

atas tanah lewat batas menurut undang-undang pokok agraria. 

 

METODE PENELITIAN 

Pada pembahasan penelitian ini, yang akan digunakanl dalam penelitianl ini adalahl 

kombinasi penelitian hukuml normatif dan tinjauan literatur. Penelitianl hukum normatifl 

digunakan untuk menganalisis dan menafsirkan ketentuan lUndang-Undang Pokokl Agraria 

(UUPA) atau lUndang-Undang Pokokl Agraria, serta peraturan dan asasl  hukum  terkait. 

Pendekatan ini melibatkan penelaahan kerangka hukum dan prinsip-prinsip yang mengatur 

perlindungan hak atas tanah di luar batas menurut UUPA. Metode tinjauan pustaka 

digunakan untuk mengumpulkan sumber-sumber sekunder seperti buku, artikel, dan 

dokumen resmi terkait permasalahan hukum perlindungan hak atas tanah di luar batas. 

Sumber-sumber ini memberikan wawasan dan pendapat dari para ahli dan sarjana hukum 

mengenai subjek tersebut. Analisis terhadap bahan hukum yang dikumpulkan melalui 

penelitian hukum normatif  dan  kajian pustaka dilakukan dengan menggunakan penalaran 

deduktif. Hal ini melibatkan analisis dan interpretasi secara sistematis terhadap ketentuan 

hukum, prinsip, dan konsep yang relevan dengan isu perlindungan hak atas tanah di luar 

batas menurut UUPA. 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 

Pendaftaran Pemegang Hakl Atas Tanahl Lewat Batas Menurut lUndang-Undang Pokokl 

Agraria 

Tanahl merupakan salah satu komponen yangl sangat penting bagi kehidupan 

manusia. Manusia tidak seharusnya (dalam arti luas) diharuskan memiliki tanah, namun 

masyarakat secara keseluruhan harus memperhatikan keteraturan dalam penggunaannya 

karena kebutuhan akan tanah. Dibandingkan zaman dahulu, ketika tanah dikuasai secara 

kolektif oleh suatu kelompok yang memerintah, kehidupan modern sudah lebih maju. Hal 

ini dimungkinkan karena jumlah lahan yang dibutuhkan pada saat itu relatif kecil 

dibandingkan dengan luas lahan itu sendiri. Namun dalam masa keberadaan kita saat ini, 

jelas bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah harus dikaji secara matang, dan harus 

berkeseimbangan antara hak pengguna dan tanggungjawab terhadap tanah itu sendiri. Dan 

selama kedua belah pihak puas dengan pengaturan tersebut, keseimbangan akan efektif. 

Kemungkinan munculnya emosi ketidakpuasan lebih besar dan akan merusak 

keseimbangan itu sendiri seiring dengan meningkatnya kuantitas dan jenis permintaan 

lahan. Olehl karenanya, untukl memastikan hal itu bisa terjadil karena, pemerintah sebagail 

penguasa harus mengatur bagaimana masyarakat menjalani kehidupannya harus 

menetapkan batasan- batasan tertentu yang kini lebih sering disebut dengan undang-

undang. Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yang dikenal juga dengan Undang-

Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-pokok Agraria adalah peraturanl 

perundang-undanganl di Indonesial yang secara tegas mengaturl mengenai pertanahan. Ini 

mengatur hak dan kewajiban. topik hukum pertanahan. Hak dan kewajiban yang berkaitan 

dengan tanah dapat menimbulkan permasalahan besar di tingkat regional dan nasional, 

yang dampaknya sering kali dapat mengganggu stabilitas nasional. 

 

Bentuk Perlindangan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Lewat Batas Menurut 

Undang-Undang Pokok Agraria. 

Hukum Agraria merupakan salah satu bagian dari hukum perdata terdiri atas salah 

satu kelompok berbagai bidang hukum yang mengatur tentang hak penguasaan atas 

sumber daya alam tertentu. Bidang hukum Agraria ialah hukum tanah, hukum 

pertambanga,  hukum kehutanan, hukum air dan lain sebagainya. Hukum agraria menurut 

bachan mustofa menjelaskan kaidahl hukum yangl tertulis adalahl hukum agrarial dalam 

bentukl hukum undang-undangl dan lperaturan-peraturan yang tertulisl lainnya yangl 

dibuat olehl negara, kaidahl hukum yangl tidak tertulisl adalah hukuml agraria dalam bentuk 
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hukum adatl setempat danl yang perkembangan, lpertumbuhan, serta berlakunyal 

dipertahankan olehl masyarakat adatl yang bersangkutanl (Harsono 2008). 

Tanah dimiliki seseorangl atau yangl diberikan denganl hak-hakl atas tanahl untuk 

digunakanl atau dimanfaatkanl berdasarkan lUUPA, hak-hakl atasl tanahl merupakan hak 

yangl memberikan wewenang kepadal pemegang hak tanah untuk digunakan danl diambil 

manfaatnya dari tanahl yang ldihakinya. Atas ketentuanl pasal 4l ayat (l2) UUPA, kepadal 

pemegang hakl atas  tanahl diberikan wewenangl untuk mempergunakanl tanah yangl 

bersangkutan, demikianl pula dengan tubuhl bumi danl air sertal ruang diatasnya sekedarl 

diperlukan untukl kepentingan langsungl yang denganl penggunaan tanahl itu dalaml 

batas-batasl menurut UUPAl dan lperaturan-peraturan hukuml lainnya (Silviana 2018). 

Tanah dimiliki seseorangl atau yangl diberikan denganl hak-hakl atas tanahl untuk 

digunakanl atau dimanfaatkanl berdasarkan Undang-Undang Pokok Agraria, lhak-hak atasl 

tanah merupakan hakl yang memberil wewenang kepadal pemegang hak tanah untuk 

digunakan danl diambil manfaatnya dari tanahl yang ldihakinya. Atas ketentuanl pasal 4l 

ayat (2l) UUPA, kepadal pemegang hakl atas tanahl diberikan wewenangl untuk 

mempergunakanl tanah yangl bersangkutan, demikianl pula dengan tubuhl bumi danl air 

sertal ruang diatasnya sekedarl diperlukan untukl kepentingan langsungl yang denganl 

penggunaan tanahl itu dalaml batas-batasl menurut UUPAl dan lperaturan- peraturan 

hukuml lainnya (Silviana 2018). 

Tahapan Perlindungan hukumnya, yaitu perlindunganl hukum yang lahirl dari suatul 

ketentuan hukuml dan segalal peraturan hukuml yang diberikanl oleh masyarakatl yang 

padal dasarnya merupakanl kesepakatan masyarakatl untuk mengaturl hubungan perilakul 

antar anggotal masyarakat danl antara individu denganl pemerintah yangl dianggap 

mewakilil kepentingan lmasyarakat. Konsep dari perlindungan hukuml yang sangat erat 

hubungannya dengan konsep negara hukum dan juga konsep pengakuan dan 

perlindunagan hak asasi manusia (HAM). 

Perlindungan hukum merupakan bagian dari konsep negara hukum, yaitu upaya 

pemerintah untuk menjamin kepastian hukum dalam memberikan perlindungan kepada 

masyarakatnya. Di sisi lain, perlindungan hukum juga berarti segala upaya untuk melindungi 

kepentingan seseorang dengan memberikan kekuasaan kepada orang tersebut untuk 

melakukan tindakan yang akan mewujudkan kepentingannya. Gagasan tentang negara 

hukum didasarkan pada sistem hukuml itu sendiril sebagai suatul sistem yangl fungsional 

danl berkeadilan. Oleh karena itu, perlu dimulai dari konstitusi negara hukum yang tertinggi, 

terstruktur (legislasi) dan dilaksanakan (enforcement) sebagaimana mestinya. Hukum 
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bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga 

dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat ‘predictable’. 

Perlindungan  hukum   menurut   Philipus   M   Hadjon   seperti   dipaparkan   dalam   

diatas terbagi menjadi dua yaitu perlindungan hukum secara preventif dan represif. 

Perlindungan preventif memberikan masyarakat kesempatan untuk melakukan keberatan 

sebelum suatu keputusan pemerintah diterima dalam bentuk definitif dan pada 

perlindungan hukum represif dilakukan upaya untuk menyelesaikan sengketa yang telah 

terjadi. 

Sebelum masuk kedalam upaya perlindungan hukum bagi pemegang hak atas 

tanah, perlu diketahui terlebih dahulu apa saja yang termasuk kedalam cacat hukum 

administratif dalam penerbitan sertipikat ini. Permohonan dapat dilakukan apabila dalam 

penerbitan sertipikat itu terdapat cacat hukum adminitrasi sebagaimana diatur dalam pasal 

106 ayat 1 jo. Pasal 107 Permen Agraria/BPN 9/1999 sebagaimana berikut : 

Pasal 106 ayat (1) Permen Agraria/BPN 9/1999 : 

“Keputusan pembatalan hak atas tanah karena cacat hukum administratif dalam 

penerbitannya, dapat dilakukan karena permohonan yang berkepentingan atau oleh 

Pejabat yang berwenang tanpa permohonan” 

Pasal 107 Permen Agraria/BPN/BPN 9/1999 : Cacatl hukum administratifl sebagaimana 

dimaksudl dalam pasall 106 ayatl adalah : 

A. Kesalahanl prosedur; 

B. Kesalahanl penerapan peraturanl perundang-undangn; 

C. Kesalahanl subjek lhak; 

D. Kesalahanl objek lhak; 

E. Kesalahanl jenis lhak; 

F. Kesalahanl perhitungan lluas; 

G. Terdapatl tumpang tindihl hak atasl tanag; 

H. Datal yuridis ataul data fisikl tidak lbenar; atau 

I. Kesalahanl lainnya yangl bersifat adminitratif. 

Berdasarkan hall tersebut, maka dalam penelitian ini termasuk kedalam cacat 

administrasi kesalahan objek hak dan data yuridis atau data fisik yang tidak benar. (pasal 

106 ayat 1 huruf d dan h). Sehingga apabila melihat ketentuan tersebut, para pemegangl 

hak atasl tanah dalaml penelitian ini berhak mengajukan permohonan pembatalan sertipikat 

untuk kemudian agar data- data yang terdapat dalam sertipikat dikembalikan sesuai dengan 

data fisik di lapangan. Menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA), perlindungan 

hukum terhadap pemegang hak atas tanah di luar batas dapat berupa beberapa bentuk: 
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A. Pendaftaran hak atas tanah: UUPA mengamanatkan pendaftaran hak atas tanah untuk 

menjamin kepastian hukum. Proses pendaftarannya meliputi penerbitan sertipikat 

tanah yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan dan memberikan perlindungan 

hukum bagi pemegang hak atas tanah. 

B. Penetapan batas: UUPA juga mengatur tentang pemasangan patok atau pasak batas 

untuk memperjelas batas-batas tanah. Hal ini membantu mencegah sengketa batas 

dan memberikan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. 

C. Mekanisme penyelesaian sengketa: UUPA menyediakan mekanisme  penyelesaian 

sengketa terkait hak atas tanah di luar batas. Mekanisme tersebut meliputi mediasi, 

arbitrase, dan proses pengadilan. Dengan memberikan jalan untuk menyelesaikan 

perselisihan, UUPA bertujuan untukl melindungi lhak-hak pemilik tanahl dan 

memastikan hasil yangl adil. 

Bentuk-bentuk perlindungan hukum dalam UUPA ini bertujuan untuk menjaga hak-hak 

pemegang hak atas tanah melampaui batas dan memberikan kepastian dan keamanan 

hukum dalam kepemilikan tanahnya. 

Menetapkan landasan untuk memberikan kepercayaan kepada semua orang di negara 

ini atas hakl atas tanahl mereka adalah salah satul tujuan UUPA. Pendaftaranl tanah harus 

bersifatl rechtskadaster, artinya berupaya menjamin kepastian hukuml dengan memberikanl 

kepastian hakl kepada pemegangl hak yangl memiliki hak atas tanah. Hal ini diperlukan 

dalam upaya menjamin kepastian hukum dan kepastian hak atas tanah.  

Sesuai dengan Pasal 19 UUPA yang mengarahkan pemerintah untuk melaksanakan 

pendaftaran tanah rechtskadaster di setiap wilayah Indonesia, Pasall 22, l23, dan 38l UUPA 

mewajibkanl pemilik tanah untuk mendaftarkan hak atas tanahnya guna menjamin 

kepastian haknya. 

Badan Pertanahan Nasional kini menjadi organisasi yang berwenang menangani 

pendaftaran tanah. Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 

1988, badan ini didirikan. Direktorat Jenderal Agraria Kementerian Dalam Negeri merupakan 

nama organisasi ini sebelum tahun 1988. Keputusan Presiden Nomor 154 Tahun 1999 

tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988 tentang Badan 

Pertanahan Nasional menggantikan Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 1988. Badan 

Pertanahan Nasional adalah organisasi federal non-departemen yang melapor langsung 

kepada presiden. lUndang-Undang Pokokl Agraria dan peraturanl perundang-undanganl 

lainnya seperti yangl mengatur tentang penggunaan, lpenguasaan, dan kepemilikan ltanah, 

penatausahaan hak atasl tanah,  pengukuranl dan pendaftaranl tanah, danl lain-llain, 

merupakan landasan bagi Badan Pertanahan Nasional. bertugas membantu presiden dalam 
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mengurus dan mengembangkan administrasi pertanahan. yang lain berdasarkan inisiatif 

presiden yang menangani masalah pertanahan. 

Sesuai ketentuan Pasal 18 UUPA, pemerintah diberi mandat untuk menyelesaikan 

pendaftaran tanah di seluruh Indonesia. Pemerintah kemudian menetapkan Peraturan 

Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dikombinasikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 untuk mengatur pendaftaran tanah dalam rangka melaksanakan ketentuan 

Pasal 19 UUPA. Banyak harta milik rakyat yang telah terdaftar dan bersertipikat sejak 

berlakunya Peraturanl Pemerintah Nomorl 10 Tahunl 1961. Meskipun saat inil terdapat lebih 

dari 55 jutal bidang tanahl milik swasta yang memenuhil kriteria pendaftaran, namun baru 

sekitar 16,3 juta bidang tanah tersebut yang telah terdaftar (bersertipikat), jauh dari jumlah 

lahan yang belum bersertipikat. Kenyataannya, kedua angka ini diperkirakan akan 

meningkat menjadi 75 juta bidang tanah dalam fase pertumbuhan jangka panjang sebagai 

akibat dari pewarisan, perceraian, dan pemberian hak baru. 

Landasanl operasional untukl melaksanakan programl pendaftaran tanahl di negaral kita. 

Berbagail ketentuan pelaksanaanl yang kital sebutkan dil atas ternyatal bukan hanyal 

sekedar sebagail peraturan pelaksanaanl saja daril pada lUndang-Undang Pokokl Agraria 

danl Peraturan Pemerintahl Nomor 10l Tahun 1961l yang disempurnakanl dengan Peraturanl 

Pemerintah Nomorl 24 tahunl 1997, akanl tetapi jugal ternyata mengandungl pembentukan 

kaidahl hukum lbaru. Di sampingl itu jugal dapat dicatatl bahwa peraturanl dimaksud masihl 

belum menampungl secara keseluruhanl pelaksanaan daril UUPA danl Peraturan 

Pemerintahl Nomor 10l Tahun 1961l serta Peraturanl Pemerintah Nomorl 24 Tahunl 1997. 

Sehubunganl dengan itul maka dalaml rangka melaksanakanl program pendaftaranl 

tanah dil negara kital perlu untukl diadakan penyempurnaanl di lsana-sini dil samping 

beberapal penyederhanaan agarl jangan sampail terjadi beranekal warna lperaturan, yang 

mengurangil nilai- nilail kepastian lhukum. Tujuan semulal dari diadakannyal Pendaftaran 

Tanahl ini adalahl untuk kepentinganl  pemungutan  pajakl  (fiscale lkadaster)  akan  tetapil  

kemudian  ditujukanl  juga  gunal kepastian hakl atas tanahl (rechts lkadaster). Disebabkan 

olehl karena yangl diperlukan untukl rechtskadaster ini adalahl berlainan denganl ficale 

kadasterl maka pendaftaranl tanah untukl dua keperluanl yang berbedal itu kemudianl 

diadakan secaral terpisah sehinggal sekarang kital kenal adanyal fiscale kadasterl yaitu 

pendaftaranl tanah yangl mempunyai maksudl untuk mempermudahl pemungutan pajakl 

dan rechtsl kadaster yaitul mengadakan pendaftaranl tanah untukl kepentingan kepastianl 

hak- hakl atas ltanah. 
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Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Tanah Lewat Batas Menurut 

Undang-Undang Pokok Agraria. 

Secara preventif, pemegang hak atas tanah melakukan mediasi atau musyawarah 

kepada Badan Pertanahan Nasional daerah setempat, apabila upaya preventif gagal 

ditempuh maka upaya atas perlindungan represif seperti mengajukan gugatan ke 

pengadilan dapat dilakukan. Upaya perlindungan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu 

dapat berupa, Alasan pembatalan sertipikat hak atas tanah yaitu karena adanya cacat 

hukum administratif, seperti kesalahan perhitungan luas tanah, tumpang tindih hak atas 

tanah, kesalahan prosedural, atau perbuatan lain seperti pemalsuan surat. Dalam penelitian 

ini, pembatalan hak atas tanah dapat diajukan dikarenakan ada cacat administratif yang 

antara data yuridis dan data fisik tidak sesuai sehingga minumbulkan tumpah tindih hak 

atas tanah. Untukl terselenggaranya tertibl administrasi lpertanahan, program pemerintahl 

dibidang pertanahan dikenall dengan caturl tertib lpertanahan, yaitu tertib hukum 

pertanahan, tertibl pemeliharaan tanahl dan kelestarian lingkungan lhidup. Untuk 

mewujudkan tertibl administrasi pertanahanl dilakukan dengan menyelenggarakan 

pendaftaran tanah secara baik merupakan dasar dan perwujudan tertib administrasi di 

bidang pertanahan, setiap bidang tanah dan satuan rumah susun termasuk peralihan, 

pembebanan dan hapusnya hak atas bidang tanah dan hak milik atas satuan rumah susun 

wajib didaftar. 

Apabila upaya ini yang ditempuh, maka para pihak atau pemohon dapat 

mengajukan pemohonan tertulisl kepada Menteril Agraria danl Tata lRuang/Badan 

Pertanahanl Nasional melaluil kantor pertanahanl yang daerahl kerjanya meliputil letak 

tanahl yang bersangkutanl dalam hal ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten 

Cirebon karena letak objek tanah berada di bawah kewenangan BPN Kabupaten Cirebon, 

dengan melampirkan berkas-berkasl seperti fotokopil surat buktil identitas danl surat buktil 

kewarganegaraan, fotokopil sertipikat dan berkas- berkas lain yang mendukung hak 

kepemilikan tanah. Berikut yang termasuk upaya penyelesaian secara administratif : 

a. Pengaduanl atau keberatanl 

Penyelesaianl administrasi inil ditempuh olehl BPN diawalil dengan adanyal 

pengaduan/keberatanl dari masyarakatl yaitu orangl atau badanl hukum yangl berisi 

kebenaranl dan tuntutanl terhadap suatul keputusan Tatal Usaha Negaral di bidangl 

pertanahan yangl telah ditetapan olehl Pejabat Tatal Usaha Negaral di lingkunganl BPN, 

yangl mana keputusanl tersebut dirasal merugikan lhak-hak merekal atas suatul bidang 

tanahl tertentu. 
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Denganl adanya pengaduanl tersebut, merekal ingin mendapatl penyelesaian 

secaral administrasi denganl apa yangl disebut koreksil serta mertal dari pejabatl yang 

berwenangl untuk litu. Adapun kewenanganl untuk melakukanl koreksi tersebutl berada  

ditangan Kepalal Badan Pertanahanl Nasional lsetempat. 

b. Penelitianl dan Pengumpulanl Data 

Setelahl menerima berkasl pengaduan daril masyarakat, pejabatl yang 

berwenangl menyelesaikan masalahl ini, akanl mengadakan penelitianl terhadap berkasl 

yang diadukanl tersebut. Daril hasil penelitianl ini dapatl disimpulkan sementaral apakah 

pengaduanl tersebut dapatl diproses lebihl lanjut ataul tidak. Apabilal data yangl 

disampaikan secaral langsung padal BPN masihl  kurang  lengkapl atau kurangl jelas, 

makal BPN akanl meminta penjelasanl dan kelengkapanl data besertal saran Kepalal 

Kantor Wilayahl BPN Provinsi danl Kabupatan/Kota setempatl dimana letak tanahl yang 

ldisengketakan. Selanjutnya setelahl lengkap semua datal yang ldiperlukan, kemudian 

diadakanl pengkajian kembalil terhadap masalahl yang diajukanl tersebut yangl meliputi 

segil prosedur, kewenanganl dan penerapanl hukumnya. 

c. Pencegahanl Mutasi (penetapanl status lquo) 

Agarl kepentingan orangl atau badanl hukum yangl berhak atasl tanah yangl 

disengketakan tersebutl mendapat perlindungan lhukum, maka apabilal dipandang 

perlul setelah Kepalal Kantor BPN tersebut mengadakanl penelitian danl apabila 

lkeyakinannya memang harusl di status quo-lkan, dapat dilakukanl pemblokiran atasl 

tanah lsengketa. Dalaml hal melakukanl  tindakan  statusl quo, Kepalal  BPN  haruslahl  

bertindak  secaral 

berhati-hatil dan memperhatikanl asas-asasl umum pemeritahan yangl baik, 

antaral lain asasl kecermatan danl ketelitian, asasl keterbukaan, asasl persamaan dalaml 

melayani kepentinganl masyarakat danl memperhatikan lpihak-pihak yangl 

bersengketa. 

d. Penyelesaianl dengan jalanl musyawarah 

Terhadapl sengekta hak atasl tanah yangl disampaikan kel BPN untukl diminta 

lpenyelesaiannya, apabila bisal dipertemukan lpihak-pihak yangl bersengketa, makal 

sangat baikl jika diselesaikanl melalui musyawarah. Penyelesaianl melalui musyawarahl 

ini biasanyal pihak BPNl diminta sebagail mediatornya, agar bisal diselesaikan denganl 

jalan damail serta adanyal saling menghormatil antara pihakl yang lbersengketa. 

Apabilal tercapai penyelesaianl secara lmusyawarah, harus pulal disertai denganl 

bukti yangl tertulis lseperti : Surat Pemberitahuanl untuk paral pihak , Berta Acaral Rapat, 

danl terakhir sebagi buktil adanya perdamaianl dituangkan dalam Aktal Perdamaian 
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yangl bila perlul dibuat dihadapanl notaris sehingga mempunyail kekuatan hukum 

lsempurna. 

Konsekuensi daril penyelesaian secara administrasil yang lbetul-betul telahl 

ditemukan adanyal cacat administrasil dalam penerbitan sertipikat yangl diajukan 

keberatannyal oleh orangl atau badan hukuml adalah pencabutanl atau pembatalanl 

Surat Keputusanl Tata Usahal Negara dil Bidang Pertanahanl (sertipikat tanah) olehl 

Kepala lBPN. Yang menjadil dasar kewenanganl tersebut ladalah : 

a. Undang-undang Nomorl 5 tahunl 1960 tentangl Peraturan Dasarl Pokok- Pokokl 

Agraria; 

b. Peraturanl Pemerintah Nomorl 24 Tahunl 1997 tentangl Pendaftaran lTanah; 

c. c. Keppresl   Nomor        26l      Tahun 1988l tentang Pembentukanl Badan 

Pertanahanl Nasional (Pasall 16 Subl C); 

d. Peraturanl Menteri Negaral Agraria/lKa. BPN Nomor 3l Tahun l1999. Prosedur 

pembatalanl hak atasl tanah karenal adanya cacatl administrasi ladalah : 

1. Permohonanl pembatalan hakl atas tanahl diajukan secaral tertulis yangl memuat 

: 

a. Keteranganl mengenai pemohonl yang meliputil nama, lumur, 

kewarganegaraan, tempatl tinggal dan lpekerjaan; 

b. Keteranganl mengenai tanahl yang meliputil data yuridisl yaitu keteranganl 

mengenai statusl hukum bidangl tanah, pemegangl haknya danl beban-

bebanl lain yangl brada diatasnya. Dan datal fisik yaitul keterangan mengenail 

letak, batasl dan luasl bidang tanahl termasuk gambarl situasi, tanggall dan 

nomorl sertipikat. 

c. Alasanl permohonan lpembatalan; 

d. Fotocopy suratl keputusan ataul sertipikat. 

2. Permohonanl pembatalan diajukanl kepada Menteril melalui Kepalal Kantor 

Pertanahanl yang daerahl kerjanya meliputil wilayah letakl tanah yangl 

bersangkutan. 

3. Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor BPN akan : 

a. Pemeriksa, menelitil kelengkapan data yuridisl dan datal fisik; 

b. Mencatatl dalam formulirl isian; 

c. Memberikanl tanda terimal berkas lpermohonan. 

4. Jikal keputusan pembatalanl hak dilimpahkanl kepada kepalal kantor lwilayah, 

maka kepalal kantor pertanahanl menyampaikan permohonanl tersebut kepadal 

kepala kantorl wilayah disertail pendapat danl pertimbangannya, kemudianl 
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kantor badanl pertanahan propinsil (wilayah) memerintahkanl kepada kepalal 

bidang hakl atas tanahl untuk mencatatl dalam formulirl isian. 

5. Kepalal kantor badanl pertanahan wilayahl dan kepalal kantor badanl pertanahan 

daerahl memeriksa kelayakan permohonanl pembatalan dapatl atau tidakl 

dikabulkannya sesuail dengan peraturanl perundang-undangan yangl berlaku. 

6. Kepala kantor badan pertanahan propinsi menerbitkan keputusan pembatalan 

hak atas tanah yang dimohonkan jika diterima, atau jika ditolak harus disertai 

alasan penolakannya. 

7. Keputusan pembatalan hak atau keputusan penolakan pembatalan hak 

disampaikan kepada pemohon melalui surat tercatat atau cara lain yang 

menjamin sampainya keputusan tersebut kepada para pihak. 

Apabila upaya penyelesaian administratif telah diambil namun tidak tercapai 

penyelesaian, permasalahan tersebut pada akhirnya akan diselesaikan melalui pengadilan. 

Setelah persidangan, gugatan dapat diterimal atau lditolak. Jika klaim ditolak, berartil 

sertipikat yangl diterbitkan benarl secara hukum danl sesuai prosedurl yang lberlaku. Oleh 

karena itu, Direktur BPN juga dapat mengeluarkan keputusan yangl berisi penolakanl 

terhadap tuntutanl pihak ketigal yang menentang sertipikatl tersebut. Selama menunggu 

putusan pengadilan, pejabat BPN dilarang melakukan mutasi terhadap tanah yang 

bersangkutan sampai ada putusan yang mempunyai  kekuatan hukum tetap. Hak ini 

bertujuan untuk menghindari kerugian bagi para pihak dan pihak ketiga. 

Apabila upaya penyelesaian administratif telah diambil namun tidak tercapai 

penyelesaian, permasalahan tersebut pada akhirnya akan diselesaikan melalui pengadilan. 

Setelah persidangan, gugatan dapat diterimal atau lditolak. Jika klaim ditolak, berartil 

sertipikat yangl diterbitkan benarl secara hukum danl sesuai prosedurl yang lberlaku. Oleh 

karena itu, Direktur BPN juga dapat mengeluarkan keputusan yangl berisi penolakanl 

terhadap tuntutanl pihak ketigal yang menentang sertipikatl tersebut. Selama menunggu 

putusan pengadilan, pejabat BPN dilarang melakukan mutasi terhadap tanah yang 

bersangkutan sampai ada putusan yang mempunyai  kekuatan hukum tetap. Hak ini 

bertujuan untuk menghindari kerugian bagi para pihak dan pihakl ketiga. 

Apabilal gugatan penggugatl diterima berartil akan terjadil pembatalan ataul 

pencabutan terhadapl suatu suratl keputusan yangl telah diterbitkanl oleh pejabatl tata 

usahal negara dil bidang pertanahanl yang berupal sertipikat. Setelah adanyal putusan 

hakiml yang mempunyail kekuatan hukuml tetap, makal kepala kantorl pertanahan 

lKab/Kota setempatl melalui  Kakanwill  BPN Propinsil yang bersangkutanl mengusulkan 
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permohonanl pembatalan atau pencabutanl suatu keputusanl Tata Usahal Negara dil 

bidang pertanahanl sesuai denganl keputusan pengadilan. 

Menurutl pasal 1l ayat 7 lUndang-Undang Nomorl 30 Tahunl 2014 tentangl Administrasi 

lPemerintahan, Keputusan Tatal Usaha Negaral (KTUN) adalahl ketetapan tertulisl yang 

dikeluarkanl oleh badanl dan/ataul pejabat pemerintahanl dalam penyelenggaraanl 

pemerintahan. Berdasarkan hal tersebut karena sertipikat tanahl merupakan salahl satu 

bentukl KTUN. Yangl juga perlul diperhatikan adalahl batas waktul untuk menggugatl ke 

PTUNl yaitu 90l hari sejakl diterimanya ataul diumumkannya keputusanl badan ataul pejabat 

tatal usaha lnegara. 

Apabila melihat dari waktu untuk melakukan upaya hukum melalui PTUN ini adalah 

90l hari sejakl diterimanya keputusanl pejabat tatal usaha lnegara, maka upaya melalui PTUN 

ini sebenarnya tidak dapat ditempuh. Dikarenakan sertifkat tanah yang dimiliki oleh para 

pihak telah dikeluarkan di tahun yang sama saat para pihak melakukan jual beli yaitu tahun 

1993 dan 2010 yang artinya melebihi batas waktu pengaduan ke PTUN. Namun, penafsiran 

90 hari tersebut dapat diartikan dalam beberapa penafsiran yaitu 90 hari setelah diterbitkan, 

90 hari setelah diketahui atau 90 hari setelah dilakukan upaya administrasi. Sehingga untuk 

sertipikat boleh diajukan setelah diketahui atau telah melakukan upaya administasi. 

Ketentuan mengenai batas waktu daluwarsa terhadap penerbitan sertipikat juga 

diatur dalaml pasal 32l ayat (1) PPl No. 24l Tahun 1997l yang menyatakan bahwa dalaml hal 

suatul bidang tanahl sudah diterbitkanl secara sahl atas namal orang ataul badan hukuml 

yang memperolehl tanah tersebutl dengan itikadl baik danl secara nyatal menguasainya, 

makal pihak lainl yang merasal mempunyai hakl atas tanahl itu tidakl dapat lagil menuntut 

pelaksanaanl hak tersebutl apabila dalaml waktu 5l tahun sejakl diterbitkannya sertipikatl itu 

tidakl mengajukan keberatanl secara tertulisl kepada pemegangl sertipikat danl Kepala 

Kantorl Pertanahan yangl bersangkutan ataupunl tidak mengajukanl gugatan kel Pengadilan 

mengenail penguasaan tanahl atau penerbitanl sertipikat. 

Berdasarkan pasal tersebutl maka sertipikat yangl dimiliki oleh masing- masing 

pemegang hak atas tanah dalam hal ini atas nama Rauli AD Sischa dan Oloan Palin Simbolon 

tidak dapat mengajukan keberatan karena masing- masing sertipikat diterbitkan pada 

tanggal 27 Januari 1995 dan 28 April 1994 sehingga hal tersebut telah melebihi batas waktu 

5 tahun yang disebutkan oleh pasal 32 ayat 1 PP No. 24 tahun 1997. 

Namun, ketentuanl pasal 32l ayat 1l PP Nomor 24 Tahunl 1997 tersebut, makal sistem 

yangl dianut adalahl sistem publikasil negatif, yaitul sertipikat hanyal merupakan suratl tanda 

buktil hak yangl bersifat kuatl dan bukanl merupakan suratl tanda buktil hak yangl bersifat 

lmutlak. Hal inil berarti bahwal data fisikl dan datal yuridis yangl tercantum dalaml sertipikat 
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mempunyail kekuatan hukuml dan harusl diterima hakiml sebagai keteranganl yang benarl 

selama danl sepanjang tidakl ada alatl bukti lainl yang membuktikanl sebaliknya. 

Denganl demikian, pengadilanlahl yang berwenangl memutuskan alatl bukti manal 

yang benarl dan apabilal terbukti sertipikatl tersebut tidakl benar, makal diadakan 

perubahanl dan pembetulanl sebagaimana lmestinya. Sehingga meskipun sertipikat telah 

melebihi dari waktu daluwarsa yaitu 5 tahun tetap bisa diajukan permohonan pembatalan 

selama ada bukti yang dapat membuktikan sebaliknya. Untuk penelitian ini, apabila 

penyelesaian secara adminitratf ataupun mediasi tidak dapat tercapai, maka lebih baik 

mengajukan pembatalan hak atas tanah ke pengadilan setempat untuk selanjutnya diproses 

dan di buktikan dengan bukti-bukti yang ada, terlepas dari prosesnya yang panjang dan 

akan mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. 

PP No 24l Tahun 1997l berusaha memberikanl kepastian hukuml terhadap pemilikl 

atau yangl menguasai tanahl untuk melakukanl pendaftaran ltanah. Hal inil terlihat denganl 

adanya sisteml pendaftaran secaral seporadis dan siste pendaftaranl secara lsistematik. 

Pendaftaran tanahl yang dilakukanl dengan caral seporadis, pemilik tanahl yang aktifl untuk 

melakukanl pendaftaran ltanah. Pendaftran tanah secaral sistematik merupakanl 

pendaftaran tanahl yang melibatkanl pemerintah dalam hal ini BPN sebagai pelaksana 

dibantu oleh panitia independen. 

Ketentuanl hukum yangl diatur dalaml pasal 23l dan 24l PP lNo. 24 Tahunl 1997 

tentangl pendaftaran tanahl menunjukkan bahwa konstruksil hukum mensyaratkanl adanya 

alatl bukti tertentul yang dapatl dijadikan alasl hak yangl dapat dipergunakanl bagi 

seseorangl atau badanl hukum. Wargal dapat menuntutl kepada negaral adanya 

keberadaanl hak atasl tanah yangl dipegang ataul dimiliki secaral hukum denganl 

berpegang padal alat buktil setifikat, maka alatl bukti tersebutl akan berfungsil sebagai 

landasanl yuridis formall yang dapatl digunakan untuk  melegalisasil asetnya, artinyal bahwa 

merupakanl hak bagil warga negaral yang mempunyail tanah untukl dapat diterbitkanl 

sertipikat tandal bukti sekaligusl alat buktil kepemilikan hakl atas tanahl selain hakl milik atasl 

tanah terdpat pulal hak pengelolaanl hak atas tanahl negara. Instrumentl yuridis ataul alat 

buktil kepemilikanl dapat dibedakanl sebagai lvberikut : 

1) Pembuktianl pemberian hakl baru yangl disebut dengan hakl baru atasl tanah yangl 

masih berstatusl tanah lnegara, maka statusl haknya harusl dibuktikan denganl 

penetapan pemerintahl yang dikelurkan olehl pejabat yangl berwenang atasl hak 

pengelolaanl tersebut. Wujudl konkriet dari penetapanl pemerintah inil adalah suratl 

keputusan pemberianl hak kepemilikanl atas ltanah. 
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2) Pembuktian pemberian hakl baru yang kedua adalah akta otentik dimana aktal PPAT 

menurutl ktentuan hukum termasukl alat buktil kepemilikan hakl baru (hakl yang 

muncull karena dilakukanl bedasarkan peralihan lhak) akta otentikl tersebut memuatl 

pemberian hakl baru daril pemilik lamal kepada pemilikl baru yangl dilakukan olehl 

pemegang hakl milik kepadal penerima hakl yang lbersangkutan. 

3) Pemberianl hak barul yang didasarkan atasl instrument yuridisl lainnya yangl disebut 

sebagail hak atasl tanah yangl lama, yangl diakui keberadaannyal oleh hukuml sebagai 

alatl bukti tertulisl kepemilikan hakl atas ltanah. 

Ketentuanl yang melandasil diselenggarakan pendaftaran tanahl adalah sebagaimanal 

didefinisikan dalam pasall 1 PP lNO.24 Tahun 1997 kelemahanl dari landasanl pendaftaran 

tersebutl yaitu tidakl tedapat pertanggungjawaban atasl semua rangkaianl dalam 

pelaksanaanl pendaftaran ltersebut. Suatu perbuatanl hukum adal karena adanyal suatu 

peristiwal hukum, disisni yangl terjadi adalahl peristiwa hukuml rangkaian kegiatanl 

pendaftaran hak atas tanah dimanal kewenangan pelaksanaannyal diberikan kepadal 

pemerintah (BPNl) dan daril peristwa hukum itulahl pendaftaran hak atas tanah diwajibkanl 

untuk ldilaksanakan. Atas kewajibanl kedua belahl pihak (pihakl pemerintah danl pihak-

pihakl yang lberkepentingan) sehingga muncull hubungan hukuml yaitu hubunganl hukum 

yangl terjadi diantara lpihak-pihak yangl melaksanakan kewenanganl untuk menjalankanl 

tugas lpendaftaran, dengan pihak-pihak yang berkewajiban melaksanakan pendaftaran atas 

tanah. 

Hubungan hukum yang timbul dari pendaftaran hak atas tanah adalah  hubungan  

hukum yang terjalin antara hak dan kewajiban kedua belah pihak pada saat pendaftaran, 

sah atau tidaknya hasil pendaftaran tanah, akan mempunyai akibat hukum. Keabsahan 

sertipikat tanah yang dihasilkan dari pendaftaran tanah berarti bahwa tanggung jawab 

hukum harus berada pada pihak yang berkepentingan dan/atau mencakup tanggung jawab 

kepada  masyarakat. Pendaftaran tanah mempunyai hubungan hukum vertikal dan 

horizontal dengan masyarakat, dan tanggung jawab kepada masyarakat merupakan suatu 

kewajiban yang harus dipenuhi. 

Temuanl yang adal bahwa pelaksanaanl sistem pendaftaranl tanah dil Indonesia beluml 

mampu menciptakanl kepastian hakl dan tertib administrasil pertanahan, hall mana 

disebabkan karena BPN belum menggunakan dan memanfaatkan teknologi mutakhir yang 

memadai, penerapan teknologi tersebut baru sebatasl teori danl teks-lteks peraturan, 

beluml sampai padal tataran implementasil di llapangan. Secara teori dalam rangkal 

menunang percepatan pensertipikatanl tanah seharusnyal pemerintah memprioritaskanl 

kegiatan deputil survei, pengukuranl dan pemetaanl untuk membuatl peta dasarl skala 



Copyright @ Elok Oktavia Wardah, Made Warka 

besarl dan petal bidang-bidangl tanah maupunl peta tematikl lainnya secaral digital denganl 

data basel yang memadail sesuai denganl perkembangan teknologi dan perkembangan 

hukuml pada zaman modernl ini. Sehingga petal dasar danl peta lbidang-bidang tanahl 

yang dibuatl oleh BPN memiliki kemampuan yangl memadai, efektif, dan efisiensi dengan 

nilai pembuatannya, dengan demikian biaya yang dikeluarkan lebih murah, Karena peta-

peta tersebut dapat dimanfaatkan oleh instansi lain untuk menunjangl keakurasian kinerjal 

dalam penyediaanl dan pengelolaanl data yangl dibutuhkan. 

 

SIMPULAN 

perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah lewat batas menurut Undang-

Undang Pokok Agraria di Indonesia masih belum optimal. Proses pendaftaran tanah belum 

mencakup seluruh wilayah Indonesia dan menghadapi kendala seperti kurangnya sumber 

daya manusia dan teknologi yang memadai, serta kurangnya koordinasi antar instansi 

terkait. Selain itu, masih terdapat masalah terkait persyaratan batas tanah dan keabsahan 

sertipikat tanah. Sengketa batas tanah dapat mengancam keberlakuan hak-hak pemegang 

tanah, sedangkan keabsahan sertipikat tanah sering kali diperiksa karena adanya kesalahan 

administrasi atau data yang tidak benar. Terdapat juga kekurangan dalam mekanisme 

penanganan pemegang hak atas tanah yang lewat batas tanah yang tidak diketahui. Oleh 

karena itu, diperlukan upaya yang lebih baik dalam melindungi hak-hak pemegang hak atas 

tanah lewat batas, termasuk peningkatan sumber daya manusia dan teknologi, serta 

koordinasi yang lebih baik antara instansi terkait 
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